
~ , f ,, 
' § ' ' 

, 

.. ,.·.,.;;,,~ • 

BUPATI LAMONGAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATT LAMONGAN 

NOMOR 11 TAHUN 2023 

TENTANG 

SALINAN 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 50 

TAHUN 202 J TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 

PROGRAM DANA DUSUN 

MPnimbang 

Mengingal 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

• 
a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program 

dana dusun perlu meninjau kembali mekanisme 
penyalurannya secara benar den te rtib secara 
administrasi; 

b. bahwa berdasark~-i pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
te.ntang Perubahan Kedua atas Peraro.ran Bupati 
Lamongan Nc,mor 50 Tahun 2021 tencang Pedoman 

Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Und.ang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 194 5; 

2. Unda11g-Unda11g Nomor 12 Tahun 1950 Ltntang 

Pembenrukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalan1 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana tcl&h 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tenrang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 
dan Daerah Tingkar U Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tent.c'lng 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Ltngkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 teni.ang Pembcntukar. Daeral1 

Dacrah Kota B.-sar D.-lam Lingku11gan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tcngah, Djawa Barar dan Dalam Daerah 
(somewa Jogjakarra (Lembaran Negara Repc1blik 

Indonesia Tahuu i965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang ... 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembcntukan Peraturan Perundang-Undanga n 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 l 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 l); 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenLang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kaJi, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenLa.ng 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199) scbagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Ta.tum 2015 
tentang Pe.mbentukan Prociuk Hukum Daerah (Benta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana tclah cliubah dengan Peran Peraruran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn 
Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2021 Nomor 10); 

8.Peramran ... 
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8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2021 

tentang Pcdoman Teknis Pelaksanaan Program Dana 
Dusun (Serita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 
Nomor 50) sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan 
Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun 
(Berila Daerah Kab11paten Lamongan Tahun 2022 Nomor 
23); 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 
PROGRAM DANA DUSUN. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal !SC dalam Peraturan Bupali La.mongan 
Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 
Program Dana Dusun (Serita Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2021 Nomor 50) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 18C 

( 1) Kepala Desa mengajukan s urat permohonan penyaluran 
BKKPD Program Dana Dusun sebesar 100% (seratus 
persen) kepada Bupati melalui Carnal diwilayah 
kerjanya dengan dilampiri : 

a. fotokopi Rekening Kas Desa; 

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Kaur Keuangan; 
clan 

c. kwitansi tanda lerima bantuan BKKPD Program 
Dana Dusun dari Bupati yang clitandatangani 
Kepala Desa dan Kaur Keuangan penerima bantuan, 

masing-masing berkas dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 
(dua) berkas untuk Sadan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah, 1 (satu) berkas unruk Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 1 (satu) berkas 
untuk Camat dan I (satu) berkas sebagai dokumen 

arsip Desa. 

(2) Camat mengajukan surat permohonan penyaluran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati 
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa, dengan dilampiri : 

a.daftar ... 
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a. daftar Rekcuing Kas Desa; 

b. rekapitulasi besara;-; BKKPD Program Dana Dusun 
tiap desa yang memenuhi syarat; dan 

c. berjta acara basil vcrifikasi Tim Koordinasi tentang 
kelengkapan berkas pcrmohonan penyaluran BKKPD 
Program Dana Dusun, 

masing-masmg berkas dibuat daJam rangkap 4 (empat}, 
2 (dua) berkas untu.k Pemerintah Desa, l (satu) berkas 
untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 
1 (satu) berkas sebagai dokumerl an,ip Camat. 

(3) Kepala J:iinas Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa 
menyampaikan surat permohonan penyaluran dengan 
dilampiri berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Badan 

Pengelolaan Keuar.gan clan Aset Dae rah. 

Pasal TT 

Peraruran Bupan lill mulai berlaku pad~ tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang me-ngetahuinya. memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan.nya 
dalam Berita Daerah KabupaLen Lamongai1. 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 3 Pebruari 2023 

SEKRETARIS DAE:RA.H 
KABUPATEN LAMONOAN, 

ttd 
MOH. NALlKAN 

Ditetapkan di Lamongan 
pada canggal 3 Pebruari 2023 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd 

YUliRONUR EFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 11 

Safu1cu1 ~csuai denga.11 aslinya 
K.,pala Bl'lgia.11 Hukum. 
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